
Selamat Datang

e-Berpadu

Mahkamah Agung RI
Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi

Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan

Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan,

Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik,

Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh

Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

Mulai Layanan

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT, Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan Aplikasi E-

Court yang kemudian pada tahun 2019 disempurnakan dengan e-Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik.

Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan

elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu

Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi

Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas

Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang

birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan

bagi masyarakat pencari keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik

2. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan

3. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan

4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan

5. Penangguhan Penahanan

6. Permohonan Pembantaran Penahanan

7. Permohonan Penetapan Diversi

8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti

9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan

PENTING

Ya, Saya Mengerti

Mohon Perhatian

Berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

238/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022, saat ini

Aplikasi e-Berpadu diimplementasikan pada 7 (tujuh)

Wilayah Hukum Satuan Kerja Percontohan sebagai berikut

:

1. Pengadilan Tinggi Makassar dan Seluruh Pengadilan

Tingkat Pertama di Wilayah Hukumnya.

2. Pengadilan Tinggi Palembang dan Seluruh Pengadilan

Tingkat Pertama di Wilayah Hukumnya.

3. Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Seluruh

Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukumnya.

4. Pengadilan Tinggi Ambon dan Seluruh Pengadilan

Tingkat Pertama di Wilayah Hukumnya.

5. Pengadilan Tinggi Kupang dan Seluruh Pengadilan

Tingkat Pertama di Wilayah Hukumnya.

6. Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Seluruh Pengadilan

Tingkat Pertama di Wilayah Hukumnya.

7. Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Seluruh Pengadilan

Tingkat Pertama di Wilayah Hukumnya.

Keterangan :

Saat ini Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Elektronik

pada e-Berpadu masih dalam ruang lingkup

Kepolisian dan Kejaksaan. Untuk Aparat Penegak

Hukum lain akan dikembangkan seiring dengan

adanya MoU terkait. Bagi Aparatur Penegak Hukum

yang belum tersedia, pelimpahan berkas perkara

pidana tetap diproses secara manual sampai terdapat

informasi lebih lanjut.

Bagi Pengadilan yang belum menemukan Satuan Kerja

APH lain (Kepolisian/Kejaksaan/Ditjenpas atau

Kemenkumham) yang belum teregister atau tidak

ditemukan silahkan mengisi form berikut :

Formulir APH yang belum teregister

Terima Kasih.

https://s.id/daftarAPHeberpadu
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Pertanyaan yang sering ditanyakan ? (FAQ)

Beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, silahkan mempelajarinya dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini :



1. Akun Pengguna Pengadilan dibuat oleh Mahkamah Agung RI

2. Akun Pengguna Aparat Penegak Hukum lain dibuatkan Pengadilan setempat

Pengguna Layanan Belum Mempunyai Akun?



Manual Book Aplikasi e-Berpadu dapat diunduh disini

Dimanakah Saya Dapat Mengunduh Manual Book Aplikasi E-Berpadu?
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Terima Kasih.

https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/resources/manual/buku_panduan_e_berpadu.pdf
https://s.id/daftarAPHeberpadu


Bagaimana Jika Pengguna Bukan Aparat Penegak Hukum?

Syarat Apa Saja Sebagai Pengguna?

Bagaimana Jika Saya Lupa Atau Kehilangan Nomor Register Layanan?


Bagaimana Untuk Izin Besuk, Apakah Masyarakatnya Harus Mendaftar (Membuat) Akun (User) Seperti

Pada Aparatur Penegak Hukum?


Untuk Alur Pelimpahan Berkas Pada Aplikasi E-Berpadu Apakah Dimulai Dari Penuntut Terlebih

Dahulu Yang Melakukan Pengiriman Berkas Ke Penyidik?


Apabila Pemilik User Administrator Aparatur Penegak Hukum Mengalami Mutasi/Pindah Satuan Kerja,

Bagaimana Untuk Melakukan Penyesuaiannya Pada Aplikasi E-Berpadu?


Untuk Penomoran Perkara Pada Aplikasi E-Berpadu Apakah Mengikuti Penomoran Perkara Pada

Aplikasi SIPP?


Apabila Terjadi Kesalahan Ataupun Kekeliruan Dalam Proses Pelimpahan Berkas Yang Telah

Dikirimkan Ke Pengadilan Melalui Aplikasi E-Berpadu Bagaimana Cara Memperbaikinya?


Pada Aplikasi E-Berpadu Dapatkah Dalam Satu Instansi/Satuan Kerja Memiliki Lebih Dari Satu Akun

Administrator?



Apabila Terjadi Suatu Gangguan Sistem Yang Menyebabkan Proses Pengunggahan Berkas Elektronik,

Pelimpahan Berkas Elektronik Maupun Fitur Lainnya Pada Aplikasi E-Berpadu Menjadi Terkendala,

Apakah Proses-Proses Tersebut Dapat Dilakukan Secara Konvensional?


Apabila Terjadi Kendala Dalam Proses Pengunggahan Berkas Elektronik Ke Dalam Aplikasi E-Berpadu

Apakah Koordinasi Dapat Dilakukan Ke Administrator Aparatur Penegak Hukum?

Apakah Aplikasi E-Berpadu Mendukung Multi-Session/Multi-Login Pada Perangkat Yang Berbeda?

e-Berpadu MA RI

Elektronik Berkas

Pidana Terpadu (e-

Berpadu) adalah

Integrasi Berkas Pidana

antar Penegak Hukum

dan Layanan kepada

Masyarakat Pencari

Keadilan

Menu

Home

Tentang

Layanan

FAQ

Syarat & Ketentuan

Alamat

 Mahkamah Agung RI Jl. Medan

Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta

Pusat - DKI Jakarta Indonesia

10110

 eberpadu@mahkamahagung.go.id
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